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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai praktik penyelundupan hukum yang dilakukan dengan mengikatkan

hubungan hukum pinjam meminjam dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana suatu akta perjanjian pengikatan

jual beli dan akta kuasa menjual dapat dijadikan alat penyelundupan hukum dalam perbuatan hukum jual

beli tanah serta keabsahan dari akta-akta yang mengandung unsur-unsur penyelundupan hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris.

Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini melakukan studi dokumen sebagai

alat pengumpulan datanya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang

menghasilkan data eksplanatori analitif. Perjanjian jual beli dan perjanjian pinjam meminjam merupakan

perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri. Ketika terjadi peristiwa hukum pinjam meminjam, maka akta

yang idealnya dibuat adalah akta pinjam meminjam. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

198/Pdt.G/2023/PN.Skt, hubungan hukum yang sebenarnya terjadi di antara para pihak adalah pinjam

meminjam, namun diikat dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual. Hal ini tidak

dapat dibenarkan karena merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum dengan

membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual untuk menutupi perjanjian pinjam

meminjam dirasakan lebih menguntungkan bagi pihak para pihak. Suatu akta yang mengandung unsur-unsur

penyelundupan hukum, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat

objektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu sebab yang halal.

......This thesis discusses the practice of legal smuggling carried out by binding the legal relationship of

lending and borrowing with a deed of sale and purchase binding agreement and power of attorney deed to

sell. The problem to be studied in this research is about how a deed of sale and purcahse binding agreement

and power of attorney deed to sell can be used as a legal smuggling tool in the legal act of buying and

selling land and the validity of seed containing elements of legal smuggling. The research method used is

doctrinal with explanatory research typology. Then the type of funds used in this research is secondary data,

both from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research

conducts document studies as a data collection tool. The data analysis method used is a qualitative method

that produces analytical explanatory data. The sale and purchase agreement and the lending and borrowing

agreement are different agreements and stand alone. In Decision Number 198/Pdt.G./2023/PN.Skt, the

actual legal relationship between the parties was borrowing, but it was bound by a deed of sale and purchase
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agreement and a deed of power of attorney to sell. This cannot be justified because it is a form of legal

smuggling. Legal smuggling by making a deed of sale and purchase binding agreement and a deed of power

of attorney to sell to cover the loan agrement is felt to be more profitable for creditor. A deed that contains

elements of legal smuggling, then the deed becomes null and void because it does not meet the requirements

for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely a lawful cause.


